


4.    Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014  Nomor  292,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5601 );

5.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   96   Tahun   2012   tentang
Pelaksanaan    Undang-Undang    Nomor   25   Tahun   2009
tentang   Pelayanan   Publik   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2012  Nomor  215,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4.    Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi    Birokrasi    Nomor    15    Tahun    2014    tentang
Pedoman   Standar   Pelayanan   (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);

5.    Peraturan   Daerah   Provinsi   Kalimantan   Timur   Nomor   6
Tahun  2017  tentang   Penyelenggaraan   Pelayanan   Publik
(Lembaran  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur Tahun  2017
Nomor 6);

6.    Peraturan   Daerah   Provinsi   Kalimantan   Timur   Nomor   9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat  Daerah   Provinsi  Kalimantan  Timur  (Lembaran
Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tjmur Tahun  2016  Nomor 9)
sebagaimana   telah    diubah    dengan    Peraturan    Daerah
Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  1   Tahun  2021   tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2016
tentang   Pembentukan   dan   Susunan   Perangkat   Daerah
Provinsj   Kalimantan   Timur   (Lembaran   Daerah   Provinsi
Kalimantan    Timur   Tahun    2021     Nomor    1,    Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);

7.    Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  19  Tahun
2021   tentang   Susunan   Organisasi,   Tugas,   Fungsi,   dan
Tatakerja    Dinas    Pariwisata    Provinsi    Kalimantan   Timur
(Berita   Daerah   Provinsi   Kalimantan   Timur   Tahun   2021
Nomor 19).

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Standar Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
yang    terdiri    atas    Jenis    Pelayanan,    Komponen    Standar
Pelayanan  dan  Maklumat  Pelayanan  sebagaimana  tercantum
pada  Lampiran  I,  Lampiran  11,  dan  Lampiran  Ill  sebagai  bagian
yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

Standar    Pelayanan    sebagaimana    dimaksud    pada    Diktum
KESATU meliputi:
1.    Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pariwisata
2.    Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan lntelektual (HAKI)
3.    Publikasi calender of Event
4.    Pelayanan Tourism Information centre (TIC)
5.    Pelayanan lnformasi dan Data Kepariwisataan
6.    Pelayanan dan Fasilitasi Bahan promosi



KETIGA

7.    Uji Kompetensi/Sertifikasi Peningkatan SDM Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

8.    Pelayanan Temindung creative Hub (TCHub)

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Samarinda
6 November 2025

````Ririn` §#ri Dewi,  S.IP.,  M.Si.

Pembina Utama Muda (lv/c)
i-,`NIP,,197304171999032007

i



LAMPIRANl     :  KEPUTUSAN       KEPALA       DINAS       PARIWISATA       PROVINSI
RALIMANTAN TIM UR NOMOR                 100.3.3705/DISPAR-I/2025
TANGGAL 6 NOVEMBER 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PADA    DINAS    PARIWISATA   PROVINSI    KALIMANTAN    TIMUR
TAHUN 2025

JENIS PELAYANAN DINAS PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO. ;                                                  JENIS PELAYANAN

1 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pariwisata

2 Penerbitan Rekomenda§i dan Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan lntelektual
(HKl)

3 Publikasi Calender of Event

4 Pelayanan Tourism Information Centre (TIC)

5 Pelayanan lnformasi dan Data Kepariwisataan

6 Fasilifasi Bahan Promosi

7 Uji Kompetensi/Sertifikasi Peningkatan SDM Parl.wisata dan Ekonomi Kreatif

8- Pelayanan Temindung Creative Hub ITCHub)

Ditetapkan di     : Samarinda
Padatanggal     : 6 November2025













Kaltim)

5` Produk Pelayanan

Dokumen Rekomendasi   Nama Karya Cipta sebagai pelaku binaan
Dinas Pariwisata Prov. Kaltim sebagai Dasar Terbitnya Surat
Pencatatan Ciptaan melalui sistem (DJKl)

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
a.      Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1)    Tatap Muka Langsung kepada Petugas Layanan Terkait`           2)    Tertulis disampaikan ke Kotak pengaduan/Kotak saran

3)     SMSAVA : 085255581570
4)    Telepon : (0541)  736850
5)    Faksimile : (0541) 736866
6)     Email  : disparkaltim@gmail.com
7)     Online melalui website sp4N LAPOR! (www.Iapor.go.id)
8)     KuesionersKM
9)     Facebook : Dinas pariwisata

10)     Instagram : dinaspariwisatakaltim

b.     Alur penanganan pengaduan :

:P:e:ij§aa:n;a§;:             p:P:e:t;d:I:in::              p:;ai:::;;:'aah              pi;i¥i¥n
/te'epon

c.     Jangka waktu penyelesaian pengaduan :
1)    Pengaduan Ringan selambat-Iambatnya 2 jam;
2)    Pengaduan Bersifat Normatif, selambat-lambatnya 5 hari

kerja;
3)    Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-

lambatnya  14 hri kerja;
4)    Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan

pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.
Proses Pengelolaan Pe]ayanan (Alanqfacfuring)
1. Dasar Hukum

a.  Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
b.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif dan

Jasa Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.
c.   Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi

Kreatif, yang mengatur HKl sebagai jaminan fidusia.

2. Sarana dan Prasarana/Fasilitas
a.   Meja Layanan lnformasl































7.  Uji Kompetensi/Sertjfikasi Peningkatan SDM Pariwisafa dan Ekonomi
Kreatif

Proses Penyampaian Pelayanan (Serv/.ce De/fyeq4
1. Persyaratan

1 .   Foto Copy KTP
2.   Fotocopy ljazah Terakhir
3,CV
4.   Surat Referensi/Rekomendasi(bila ada)

` 5.   Sertifikat Pendukung(bila ada)

6.   Pas Foto

2` Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tamu/                                   Petugas                               Meneri rnaPenggunaInformasiLayanan

Layanan                                                                                 Konsultasi

Prosedur :

a.   Dinas     Pariwisata     Provinsi     Kalimantan     Timur     oleh     Bidang
Pengembangan  SDM  dan  Ekonomi  Kreatif  mempersiapkan  jadwal
dan penguji/Lembaga Sertifikasi SDM Pariwisata;

b.   Mengirim surat kepada penguji/ Lembaga Sertifikasi;
c.   Mengumumkan   pelaksanaan   Uji   Kompetensi/Sertifikasi   ke   Djnas

Parwisata kab/kota dan pelaku ekonomi kreatif;
d.   Melaksanakan ujian sertifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
e.   Menerbitkan sertifikat Uji Kompetensi.

Catatan :

Sertifikasi      Peningkatan      SDM      dilaksanakan      berdasarkan     atas
ketersediaan  anggaran  dari  Dinas  Pariwisata  Prov.   Kaltim  dan  ada
batasan  minimal  peserta  yang  harus  dipenuhi  agar  pelaksanaan  Uji
Kompetensi bisa dilaksanakan.

•3- Jangka Waktu Pelayanan
Administrasi                                                       :      1-3 Hari Kerja
Konsultasi                                                        :     Sesuai Materi Konsultasi
Waktu penerbitan Rekomendasi            :      14-21  Hari Kerja

4- BiayaITarif

Gratis

5. Produk Pelayanan

Sertifikat



6. Penainganan Pengaduan, Saran dan Masukan

a.      Pengaduan dapatdilakukan melalui :
1 )        Tatap Muka Langsung kepada petugas Layanan Terkait
2)         Tertulis disampaikan ke Kotak pengaduan/Kotak saran
3)         SMSAVA : 085255581570
4)         Telepon : (0541)  736850
5)        Faksimile :  (0541) 736866
6)          Email  : disparka[tim@gmail.com
7)         Online melalui website sp4N  LAPOR! (www.Iapor.go.id)

/           8)         Kuesioner SKM
9)         Facebook : Dinas pariwisata

10)         lnstagram : dinaspariwisatakaltim

b.     Alur penanganan pengaduan :

i:e:i;§a§niai::            p:P:e:t:d:I:in::             p:;ai::::;:I:h             pi;i¥i:;:i
/telepon

c,     Jangka waktu penyelesaian pengaduan :
1 )         Pengaduan Ringan selambat-Iambatnya 2 jam;
2)         Pengaduan Bersifat Normatif, selambat-Iambatnya 5 hari

kerja;
3)         Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-

lambatnya 14 hri kerja;
4)         Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan

pemeriksaan, selambat-Iambatnya 60 hari kerja.
Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)
11 Dasar Hukum

a.       Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

b.       Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata Nomor
PM.07/DL.107/MKP/2011  tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis Kompetensi di Sektor Pariwisata;

c.        Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia, Nomor KEP. 57/MEN/Ill/2009 tentang Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata
Bidang Kepemanduan Wisata;

d.       Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 72 Tahun 2016,
tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.











LAMPIRANIll   :  KEPUTUSAN       KEPALA       DINAS       PARIWISATA       PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR                 100.3.3705/DISPAR-I/2025
TANGGAL 6 NOVEMBER 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PADA   DINAS    PARIWISATA    PROVINSI    KALIMANTAN    TIMUR
TAHUN 2025

MAKLUMAT PELAYANAN

"Kami berkomitmen memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan secara cepat,

tepat, transparan, dan professional dan akan melakukan perbaikan secara terus
menerus, dan apabila pelayanan kami tidak sesuai dengan standar, kami slap

menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kami Siap Memberikan Pelayanan Terbaik dalam Memperoleh lnformasi Publik'   dalam MendurfuTig Kemaifuan Pariwisata Kalimantan Timur."

Samarinda, 6 November 2025

+t;rn,pepa|aDinas,

k.a:\   `.  ^  F3irih\S§ri  Dewi,  S.IP.,  M.Si.
Pembina Utama Muda (lv/c)

ng#i€`*jdy`',;`kT;"lug;a3dii';`iag'5;uou3a2`d6;


